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ABSTRAKSI 

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman mati terhadap pelaku 

turut serta yang dihukum mati dalam putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS. Dalam kasus 

tersebut tindak pidana yang dilakukan ialah pembunuhan berencana, dalam kejahatan 

pembunuhan biasanya dilakukan tidak sendiri melainkan dibantu oleh beberapa orang atau 

yang biasa disebut dengan Penyertaan (deelneming). Dalam menentukan pelaku – pelaku 

penyertaan perlu melihat pada syarat – syarat dan ketentuan dari jenis penyertaan tersebut 

dalam KUHP maupun hukum pidana. Sanksi yang ditentukan oleh KUHP berbeda – beda 

bagi setiap pelaku. Penelitian ini menggunanakan metode yuridis normatif atau disebut juga 

penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu penelitian yang foKus pada bahan pustaka 

sebagai bahan pendukungnya. Sumber data diperoleh dari literatur kepustakaan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam 

kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan beberapa orang dalam penjatuhan sanksi 

pidananya masing-masing pelaku mendapatkan sanksi yang berbeda, bagi pelaku utama 

adalah sanksi yang paling berat dibandingkan dengan sanksi bagi pelaku turut serta yang 

hatusnya lebih rendah lebih. Sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan 

nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS terhadap pelaku medeplegeri harus melihat pada ketentuan 

pasal 57 KUHP ayat (2) sehingga sesuai dengan sanksi terhadap peran pelaku. 

Kata kunci : Putusan, Penyertaan (deelneming), turut serta (medepleger). 
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This study aims to determine the application of the death penalty for participating 

perpetrators who were sentenced to death in decision No. 08 / Pid.B / 2013 / PN-GS. in 

this case the crime committed is premeditated murder, in a crime of murder it is usually 

done not alone but assisted by several people or commonly referred to as inclusion 

(deelneming). in determining the participating actors it is necessary to look at the terms 

and conditions of the type of participation in the Criminal Code and criminal law. 

Sanctions determined by the Criminal Code differ for each actor. this study uses a 

normative juridical method or also called library research or document study, namely 

research that is foKus on library materials as supporting material. Data sources are 

obtained from the literature and applicable legislation. The results of the study can be 

concluded that in the crime of premeditated murder committed by several people in the 

imposition of criminal sanctions each of the perpetrators received different sanctions, for 

the main perpetrator was the most severe sanction compared to sanctions for the 

perpetrators participatingwhose hatus is lower more.so that the judge in imposing 

sanctions in the decision number 08 / Pid.B / 2013 / PN-GS against medieval perpetrators 

must look at the provisions of article 57 of the Criminal Code paragraph (2) so that they 

are in accordance with the sanctions on the role of the perpetrator. 

 


